PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 14 TAHWN 1961
TENTANG
PAN TYA PENYELESAI AN MASALAH PEIVBERONTAKAN DAN
CGEROMBALAN YANG MENYERAH

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

1. bahwa penyel esai an nasal ah penberont ak dan geronbol an yang nenyer ah
tanpa syarat dan kenbali kepangkuan Republik Indonesia perlu
di | akukan sebai k- bai knya guna penyenpurnaan penul i han keterti ban dan
keananan unum serta kel ancaran penbangunan;

2. bahwa untuk penyelesaian nasalah itu, perlu dibentuk Panitia
penyel esai an nmasal ah penber ont akan dan ger onbol an yang nenyer ah;
3. bahwna perlu rneninjau kenbali Peraturan Penerintah Nonor 25 tahun

1958 (Lenbaran-Negara tahun 1958 Nonor 44 Tanbahan Lenbaran- Negara
Nonor 1570) tentang Badan Koordinasi Penyaluran dan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nonor 54 tahun 1955 dengan segal a
per ubahannya beri kut ket ent uan- ket ent uan pel aksanaannya;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (2) Whdang-undang Dasar -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nonor 13 tahun 1961 (Lenbaran-
Negara tahun 1961 Nonor 265) tentang Garis kebij aksanaan terhadap
penber ont akan dan ger onbol an yang nenyer ah

Mendengar :
Perti nbangan Badan Penbantu Penguasa Perang Tertinggi dal am si dangnya ke-17
pada tanggal 28 Juli 1961;

MEMUTUSKAN :

Pert ana:

a. Mencabut Peraturan Penerintah Nonmor 25 tahun 1958 (Lenbaran Negara
tahun 1958 Nonor 44 Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 1570) tentang
Badan Koordi nasi Penyal uran dan Keput usan Presi den Republik | ndonesi a
Nonmor 54 tahun 1955 dengan segal a perobahannya berikut ket ent uan-
ket ent uan pel aksanaannya;

b. Menbat al kan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini;

ﬁggf‘ a|:okan Peraturan Presiden tentang Panitya Penyel esaian nasal ah
penber ont akan dan ger onbol an yang nenyer ah.

BAB |

unum

Pasal 1

Pel aksanaan unurmya nengenai garis kebi j aksanaan terhadap Penberontak dan
geronbol an yang nenyerah dan kenbali kepangkuan Republik |ndonesia,



sebagai nana yang telah diatur dal am Peraturan Presiden Republik |ndonesia
Nonmor 13 tahun 1961 (Lenbaran. Negara tahun 1961 Nonmor 265) dan |nstruksi
Presiden Republik Indonesia Nonor 3 tahun 1961 (rahasia), ditugaskan dan
di pert anggung j anabkan kepada Menteri Keanmanan Nasi onal .

Pasal 2.

Pel aksanaan khusus terhadap kebijaksanaan yang di naksudkan dal am pasal 1
Peraturan Presiden ini yang nenyangkut sesuatu Departenen atau sesuatu
instansi Penerintah, ditugaskan dan di pertanggung jawabkan kepada Menteri
atau pinpi nan instansi nasing-nasi ng yang bersangkutan di bawah koor di nasi
Menteri Keamanan Nasi onal .

BAB | |
BENTWK DAN SUSUNAN
Pasal 3.

Unt uk nenbant u pel aksanaan tugas Menteri Keamanan Nasi onal yang di naksudkan

dal am pasal -pasal 1 dan 2 Peraturan Presiden ini:

1. ditingkat Staf Keamanan Nasional diadakan sebuah Panitia. Pusat
Penyel esai an nasal ah penberontak dan geronbol an yang nenyerah yang
sel anjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan Panitia
Pusat ;

2. ditingkat Saf Konmando Daerah Mliter yang oleh Mnteri Keamanan
Nasi onal di pandang perlu, di adakan sebuah Panitia Daerah penyel esai an
nasal ah penberontak dan geronbol an yang nenyerah yang sel anj utnya
dal am Peraturan Presiden ini di sebut dengan Panitia Daerah.

Pasal 4.

(1) Panitia Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada . Menteri
Keamanan- Nasi onal .

(2) Panitia Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglina
Daerah Mliter.

Pasal 5

Bent uk susunan Panitia Pusat dan Panitia Daerah terdiri dari:
1 seor ang Ket ua nerangkap anggot a;

2. seorang waki | Ketua nerangkap anggot a;

3. seorang Sekretaris nerangkap anggot a;

4 seorang waki | Sekretaris nerangkap anggot a;

5 beber apa orang anggot a.

Pasal 6.
(1) Susunan Panitia Pusat terdiri dari:
1. seorang pejabat dari Saf Keamanan Nasional, sebagai Ketua
ner angkap anggot a;
2. seorang pejabat dari Departemen Dalam Negeri dan G onom

Daerah, sebagai Véki| Ketua nerangkap anggot a;



(2)

(3)

(1)

(2)

3 seorang pej abat dari Saf Keanmanan Nasional, sebagai Sekretaris
ner angkap anggot a;

4 seorang pejabat dari Departenen Dalam Negeri dan G onom
Daerah, sebagai Vékil Sekretaris merangkap anggot a;

5. pej abat dari Departenen Kepolisian, sebagai anggot a;

6. pej abat dari Departenen Kej aksaan, sebagai anggot a;

7 pej abat dari Departenen Kesej ahteraan Sosial, sebagai anggot a;

8 pej abat dari Departenen Uusan, \Veteran, sebagai anggot a;

9. pej abat dari Departenen Keuangan, sebagai anggot a;

10. pejabat dari Departenen Transmgrasi, Koperasi dan Penbangunan
Masyar akat Desa, sebagai anggot a;

11. pejabat dari Departenen Pertani an, sebagai anggot a;

12. pejabat dari Kantor Wusan Pegawai, sebagai anggot a.

Apabila dianggap perlu, Menteri Keamanan Nasional dapat nenanbah
Keanggot aan Panitia Pusat, yang di naksudkan dal amayat (1) Pasal ini,
dengan pej abat-pejabat dari Departenen/ instansi lain yang bidang
tugasnya bersangkutan dengan penyel esaian nasal ah penberontak dan
ger onbol an yang nenyer ah.

Susunan Panitia Daerah terdiri dari:

1. seorang pej abat dari Saf Konando Daerah Mliter, sebagai Ketua
ner angkap anggot a;

2 seorang pejabat dari Penerintah Daerah, sebagai wekil Ketua
ner angkap anggot a;

3 seorang pejabat dari Staf Komando Daerah sebagai VékKil
Sekretari s nerangkap anggot a;

4., seorang pejabat dari Penerintah Daerah, sebagai  Vékil
Sekretaris nerangkap anggot a;

5 pej abat - pej abat dari Departenen/Instansi |ain yang di naksudkan
dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini ditingkat daerah dan yang
dianggap perlu oleh Panglinma Daerah MIliter yang bersangkut an,
sebagai anggot a.

Pasal 7.
Penunj ukan keanggota Panitia Pusat dil akukan dengan Keputusan Menteri
Keananan Nasional setelah mendengar pertinbangan Menteri P npi nan
I nstansi yang ber sangkut an.
Penunj ukan keanggotaan Panitia Daerah dilakukan dengan Keputusan
Panglima Daerah Mliter yang bersangkutan, setelah diterima perintah
dari Menteri Keamanan Nasional, bahwa di Saf Komandonya perlu
di bentuk Panitia Daerah, dan setel ah nendengar pertinbangan Pinpi nan
I nst ansi yang ber sangkut an.

BAB I11.

TUGAS DAN VIEWENANG

Pasal 8.

Pani ti a Pusat bertugas dan berwenang:

1.

nenyusun per encanaan dan program penyel esai an nasal ah penber ont ak dan



geronbolan yang nenyerah dibidang penanpungan, penel i tian,

pengi ndokt ri nasi an dan penyal ur an, kedal am bent uk
Per at ur an/ Keput usan/ I nstruksi Menteri Keanmanan Nasi onal .

2. nenyusun anggaran penbi ayaan yang diperlukan untuk penyel esai an
nmasal ah penberont ak dan geronbol an yang nenyer ah;

3. nengadakan koordi nasi dan pengendal ian pel aksanaan penyel esai an

nmasal ah penberont ak dan geronbol an yang nenyer ah terhadap pel aksanaan
yang dilakukan oleh Panitia Daerah dan nenurut bidangnnya ol eh
Depart eren/ | nst ansi  nasi ng- nasi ng yang ber sangkut an;

4., nel aksanakan hal -hal  khusus, nengenai pel aksanaan penyel esai an
nmasal ah penberontak dan geronbol an yang nenyerah, yang ditentukan
ol en Menteri Keamanan Nasi onal ;

5. nenyanpai kan bahan- bahan perti nbangan dan | aporan kepada Penerint ah,
dalam hal ini Mnteri/P npinan Instansi yang bersangkutan, dengan
perantaraan Menteri Keananan Nasional, untuk kenudi an apabila perlu
dituangkan dalam Peraturan Negara/Peraturan Menteri/Keput usan
Menteri/ketentuan | ain.

Pasal 9.
Pani ti a Daerah bertugas dan berwenang:
1. nel aksanakan ket ent uan- ket ent uan nenurut perencanaan dan program yang
di tetapkan Panitia Pusat;
2. nenyusun anggaran penbi ayaan yang diperlukan untuk pel aksanaan
ket ent uan- ket ent uan yang di naksudkan dal am angka 1;
3. nengadakan koordinasi dan pengendalian pel aksanaan ket ent uan-

ketentuan yang di naksudkan dal am angka 1, terhadap pel aksanaan yang
nenurut bidangnya dilakukan ol eh Instansi masing-nasing ditingkat
daer ahnya;

4., nel aksanakan hal -hal  khusus, nengenai pel aksanaan penyel esai an
nasal ah penberontak dan geronbol an yang nenyerah, yang ditentukan
olen Panitia Pusat atau oleh Panglima Daerah Mliter berdasarkan
petunjuk Menteri Keamanan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden
ini;

5. nenyanpai kan bahan- bahan pertinbangan dan |aporan kepada Panglina
Daerah Mliter, nmengenai bidang pel aksanaan tingkat Daerah, untuk
kenudi an apabi | a perlu di tuangkan dal am Per at ur an/ Keput usan/ ket ent uan
| ai nnya, dari Penguasa Keadaan Bahaya Daer ah/ Peneri nt ah Daer ah;

6. nenyanpai kan bahan-bahan pertinbangan dan |aporan kepada Panitia
Pusat, dengan perantaraan Panglina Daerah Mliter.

Pasal 10.
Unt uk kel ancaran pel aksanaan tugas dan wewenang, Panitia Pusat dan Panitia
Daerah dapat nemnta nasehat, keterangan dan bantuan yang di perl ukan dari
Instansi-instansi Penerintah dan Saasta dal am |ingkungan wlayah kerja
nasi ng- nasi ng.

Pasal 11

Petunjuk tata cara pelaksanaan penyelesaian nasalah penberontak dan
ger onbol an yang nenyerah, diatur tersendrri.

BAB | V.



PEMBI AYAAN
Pasal 12
Segala penbiayaan untuk Kkeperluan pel aksanaan penyel esaian nasal ah
penber ont ak dan geronbol an yang nenyerah, di bebankan kepada S af Keananan
Nasi onal .
BAB V.
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 13.
Segal a usaha pel aksanaan penyel esai an nasal ah penberontak dan geronbol an
yang nenyerah, yang telah disel enggarakan sebel um Peraturan Presiden ini
mul ai berlaku, dapat tetap berlaku, Sekedar tidak bertentangan dan yang
sel anj utnya waj i b di sesuai kan dengan Peraturan Presiden ini.
Pasal 14.
Penyel esai an aki bat ketentuan Pertama dal am Peraturan Presiden ini, diatur
ol en Menteri Keamanan Nasi onal dan wajib dil aksanakan dal amwaktu sel anbat -
| anbat nya enam bulan terhitung mulai saat berlakunya Peraturan Presiden
ini.
BAB M.
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 15.
Hal - hal di perl ukan unt uk pel aksanaan dan yang bel umdi atur dal am Peraturan
Presiden ini, diatur dal am Peraturan/ Keputusan/ ketentuan Menteri Keanmanan
Nasi onal , sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
Pasal 16.
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Agustus 1961.

Presi den Republ i k | ndonesi a,
ttd.

SCEKARNO



D undangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 1961.
Sekretari s Negar a,

ttd.

MOHD, | GHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NCMZR 270



